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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1         Kesimpulan 

Setelah dilaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker 

(PKPA) di Apotek One Health pada tanggal 16 April 2024 – 18 Mei 2024 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kegiatan PKPA di Apotek One Health telah meningkatkan

pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan

tanggung jawab Apoteker dalam melakukan praktek pelayanan

kefarmasian di komunitas yaitu meliputi perencanaan, pengadaan,

penerimaan, pengelolaan, pemusnahan dan pelayanan swamedikasi

serta pelayanan resep.

2. Kegiatan PKPA di Apotek One Health memberikan pengalaman bagi

calon apoteker untuk dapat mengetahui strategi dalam pengembangan

suatu apotek.

3. Kegiatan PKPA di Apotek One Health telah memberikan tempat bagi

calon apoteker untuk dapat mengembangkan diri dengan didasari

nilai keutamaan yaitu PEKA (Peduli, Komit dan Antusias) dan dapat

membantu calon apoteker untuk bisa meningkatkan keterampilan dan

soft skill.
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5.2         Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah melakukan PKPA di Apotek 

One Health yaitu sebagai berikut: 

1. Calon Apoteker perlu meningkatkan pengetahuan kefarmasian dan

melatih kemampuan berkomunikasi sehingga meningkatkan

kepercayaan diri dalam memberikan pelayanan komunikasi,

informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan benar, jelas dan

mudah dipahami.

2. Calon Apoteker harus mempelajari, memahami dan selalu update

mengenai peraturan yang tercantum pada Undang-undang

kefarmasian yang berlaku.
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